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BANDUNG — DPRD Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung menegaskan
komitmen memperkuat tata kelola kota yang inklusif melalui penetapan tiga peraturan
daerah (Perda) baru yang disahkan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun
Sidang 2025–2026, di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (7/10/2025).

Ketiga perda ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat aspek sosial,
keagamaan, dan pembangunan berkelanjutan di Kota Bandung.

Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengatakan penetapan tiga perda tersebut
merupakan hasil pembahasan panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat
daerah dan masyarakat.

Baca Juga:Serap 8.592 Tenaga Kerja, Program Padat Karya Prioritaskan Warga
Miskin

“Pembahasan dilakukan secara mendalam dan penuh tanggung jawab. Semua perda ini
diarahkan agar kebijakan pembangunan di Kota Bandung semakin berpihak pada
kesejahteraan warga,” ujar Asep.

Salah satu perda yang disahkan mengatur penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana,
serta fasilitas umum perumahan. Melalui perda ini, pemerintah menegaskan kewajiban
pengembang menyerahkan fasilitas publik — seperti jalan lingkungan, taman, dan drainase
— kepada pemerintah kota, sehingga masyarakat dapat menikmati sarana umum yang layak
dan terawat.

Selain itu, perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren menjadi wujud dukungan
pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Regulasi ini tak hanya
memperhatikan aspek pendidikan dan sosial, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi
pesantren agar mampu berkontribusi pada pembangunan kota.

Baca Juga:HARMONISASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEBAGAI WUJUD
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KOLABORASI DALAM MENGATASI KASUS ANAK TERLANTAR

Sementara itu, perda tentang toleransi kehidupan bermasyarakat menjadi tonggak penting
dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman warga Bandung. Aturan ini
diharapkan dapat memperkuat nilai moderasi beragama serta mendorong kolaborasi lintas
komunitas.

Tiga perda yang disetujui secara aklamasi ini dianggap sebagai bagian dari upaya
memperkuat fondasi hukum bagi pembangunan kota yang inklusif, tertib, dan berkeadilan.

Usai penetapan perda, DPRD Kota Bandung juga resmi membubarkan Panitia Khusus
(Pansus) 7, 8, dan 9 sebagai tanda selesainya pembahasan tahap pertama tahun ini.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap perda yang lahir benar-benar mencerminkan
semangat gotong royong dan keadilan sosial. Inilah arah pembangunan Bandung yang ingin
kita wujudkan,” tutup Asep.

Rapat paripurna pun dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap
empat Raperda baru dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahap II
Tahun 2025. Setiap fraksi memberikan catatan strategis agar regulasi yang dibahas ke depan
semakin adaptif terhadap kebutuhan warga.

Baca Selanjutnya
AKSI TERITORIAL PRIMA, DALAM RANGKA HUT TNI KE 80 TAHUN 2025
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